BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 218 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat

—

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan

peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati
Malang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjaman
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Lawang perlu dilakukan penyesuaian;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 30
Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjaman pada Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan = Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5943);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 4/A);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Lawang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014
Nomor 4 Seri C);

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 21 Seri D);

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Berita Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2018 Nomor 19 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PINDAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH LAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 30
Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjaman pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 19 Seri D) diubah

sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur
pelaksanaan pinjaman pada RSUD Lawang kepada pihak lain
sebagai wujud kewenangan RSUD Lawang yang telah
menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

RSUD Lawang yang telah menerapkan BLUD dapat melakukan

pinjaman sesuai kebutuhan.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama
antara pemberi pinjaman dan RSUD Lawang sebagai
penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian
pinjaman.

(2) Direktur menandatangani perjanjian pinjaman bertindak
atas nama RSUD Lawang.

(3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian
pinjaman.

(4) Barang milik Pemerintah Daerah dilarang dijadikan

jaminan atas pinjaman.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a merupakan pinjaman dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
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(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk belanja operasional dan/atau
yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih
antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok
pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya

harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI MALANG,
Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 4 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 187 Seri D
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